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PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM
ORGANISASI KEPEMERINTAHAN *)

Oleh: Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd.™

Proses demokratisusi politik dan pemerintahan dewasa ini  tidak hamya menuntul
profesionalitas serta kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental
menuntui terwijudnya kepemerintahan yang baik. bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (good gavernance and clean government). Pemerintah memainkan peranan sentral
dalam membentuk framework legal institution dan regulator dimana dalam fromework ini,
“governance system " dikembanghan, Dengan demikian maka wujud good governance adalah
penyelenggaraan pemeriniahan negara yang solid dan berfanggung jawab, serta efektif dan
efisien dengan menjuga kesinergian interoksi yang konstruktif diantara domain-domain
negara, sekfor swasta dan masyarakal madani diharapkan dapat segera tereapai,
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L Pendahuluan.

Upn}nnwngmnkﬂnﬁehkangmmm
ketiga di tempuh dengan mengejar
pertumbuban ckonomi sangat pentimg bagi
kemajean  soaty bangsa. Oleh  karenanyn,
tidok mengherankan jika  paradigma
pembangunan pada wakin itn di dominasi
olch pemikinim pentingnya ckonomi dalam
mengejar ketertinggalan.

Pada dekade akhir dalam abad 20 dan
dekade awal abad 21, bangsa ki
m‘bu,gamnmbangm-tmgmlmd:bmﬁagm

keadaan serupa pernah terjadi pada beberapa
kurun waktu dalam sejarah kemanusiaan dan
peradaban  manusia.  namun  dewasa  im
untuin tersebut mengemuka dengan mmansa
yang berbeda sesuai dengan kemajuan zaman.

Globalisasi yang menyentuh berbagai
bidang kechidupan di seluruh  wilayah
pemerintahan  negara menuntul  reformas

memungkinkan interaksi perekonomian antar
daerah dan antar bimgsa berlangsung lebih
efisicn. Kunci keberhasilan pembangunan
perekonomian adalah daya saing, dan kunci
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dani daya saing adalah efisiensi proses
pelayanan, serta muiun  ketepatan dan
kepastian kebijakan publik.
Dulam upaya menghadapi berbagai
lantangan lersebut, salah satu prasyarat yang
pc:iudihmnhugkanndalahkmm:nyang
untuk menerupkan  nilai  lohur
pmdahan bangsa dan prinsip “good
Eovernance” ﬁlnmpﬂuuanganmmuyudkmt
cla<cita  dan  tujuan bangsa bernegarm,
schagmimana diamanatkan dalam Pembukaan
ULD 1945.

Sejalan dengan komitmen nastonal untuk
melakukan  transformasi  dan  reformas
disegala bidang, dewasa i di Indonesia
dituntut untuk dapat membentuk kemitraan
mntara  pemenntah  dengan  swasia  dan
masyarnkal madani secara nyata terlibat
dalam berbagai upaya kolaborasi  dalam
segala bidang, antara lain dalam penyusunan
peraturan penmdang-undangan pengendalian
program pembangunan dan pelavanan publik,
maupun dalam rangkn pengelolaan bersama
prasamna dan sarsna publik antars pemerin-
tah, swasta dan masyarakat, Pemerintah
dewasa imi tengah bemda pada batas
kapasitasnya, dimana setisp penambahan
beban baru penyelenggaraan pemerintahan,
maka hal itw akan berarti mengumngi
kemampian dan kapasitas kinerja pemenntah
pada bidang vang lanoya.

governance and clean government),

Il Konsepsi Good Governance
(Kepemerintahan vang Baik)

Pemerintah atau “Government” dalam
bahasa Inggris diartikan scbagai: “The
authoritative divection and administration of
the nﬂi#rs of mer‘women in a nation, stafe,
city, eic” Atan dalam bahasa Indonesia
berarti “Pengamban dan administrasi yang
berwenang aias kegiatan orang-orang dalam
scbuah negama, negara bagian, kota dan
schagainya”. Bisa juga berarti “The
Uoverning body of a nation, siale, city, etz
Atan  lembaga atau  badan  vang
manyelenggarakan pmmmnl;aha.u Imgm'l,
negara bagian, atau kota dan

"im:angk:m;m]ah“kepemmmhnn amn
dalam bahasa Inggnis “governance” yaitu “the
act, fact, manmer, of goverming”, berarh:
“Tindakan, fakta pola, dari kegiatan atan
penyelenggaraan pem:unmhan Dengan
demikian “governance” adalah suatn kegiatan
(proses), sebagmmana dikemukakan oleh
Kooviman (1993) bahwa governance lehih
meropakan .. sef@ngkaian proses Interaksi
sosial politik- antara pemerintahan dengan
masvarakat dalam berbagm bidang yeng
berkailan dengan kepentingan masvarakat
dan infervensi pemeriniah atas kepentingan-
Kepeniingan tersebur”,

mengherankan apabila terdapat istilah public
governance, privafe governance, corporale
governatce, dan bankimg governance.

Crovernance  sebagai  terjemahan  dar
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pemeriniahan  kemudian  berkembang  dan
menjadi populer dengan sebutan
kepemerintalan, sedangkan prakick
terhaiknya disebut kepemerintahan vang baik
(eood governance).

United Nations Development Program
(UNDP) dalam dokumen kebijakannya vang
berjudul “Covernance for Sustainable Human
Development " (1997), mendefinisikan
kepemenniahan  (governance) sehagai
berkut: “Covermance is the exercize of
economic, political, and administrative
authory o manage a country's affairs at all
levels and means by which sfales promote
social cohesion, integration, and ensure the
well heing of their  population”.
{(“Kepemerintahan  adalah  pelaksanaan
kewenangan/kelomicaan  dibidsng  skonomi,
politik dan administratil ontuk mengelola
berbagai umsan negara  pada  setiap
iingkatannya dan mempakan instrumen
kebijakan Negam mendorong
terciptanya kondisi kesejahteraan integritas,
dan kohesivitas sosial dalam masyarakat™).

Berikutnya secara konseptual pengertiarn
kata baik (good) dalam  stilah
kepemerintahan yang baik (good governance)
mengandung dua pemahaman:

Pertama. pilai yang menjunjung tinggi
keingiman/kehendak rakyat, dan nilai-milai
yang dapal meningkatkan kemampuan rakyat
dalam pencapasian  tujuan  (nasiomal)
kemandirian, pembangunan berkelanjutan
dan keadilan sosial.

vang efektif dan efisien dalam pelaksanaan
tugasnya unfuk mencapai fujuan tersebut.

Selanjutmya, Lembaga  Administrasi
Megara  mengemukakan bahwa  good
governance  beronentasi pada:  Perlama.
oriemasi ideal negara vang diarahkan pada
pencapaian  tujuan  nasional;  Kedua,
pemermmtahan yang berfungsi secara ideal
vaitu secara efektif, efisien dalam melakukan
upaya mencapai tojuan nasiomal. Orientasi
pertama mengacu pada demokratisasi dalam
kehidupan bemegara dengan elemen-elemen
konstituennya seperti: legitimacy (apakah
pemerintah dipilih dan mendapal
kepercayaan dan rakyatnya), accountability
(akuntabilitas), scuring of human right
autonomy and devolution of power dan

assurance of civilan control. Sedangkan
orientasi kedua, tergantung pada sejanh mana

pemerintahan mempunyai kompetensi dan
sejauhmana stroktur serty mekanisme politik
efisien.

Dengan demikian Lembaga Admimstrasi
Negara (2000) mepyimpulkan bahwa wujud

dengan menjaga “kesinergisan”  interaksi
yang konstruktif dianiam domain-domain
nagara, sekior swasta dan masyarakat.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor
101 whon 2000, memmoskan arti good
governance sehagai  berikut:  "Kepemerin-
tahan vang mengembangkan dan menerapkan
prinsip-prinsip profestonalitas, akuntabilitas,
transparansi, pelavanan prima, demokrasi,
efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan
dapat diterima oleh seluruh masyarakat "
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Kelompok
masyarakat dalam konteks kenegarann
pada dasmmya berada dianiara  atan
ditengah-tengah antara pemerintah dan
perscorangan, vang mencakup  baik
PerseOTAngan AP kelompok
masyarakat yang berinteraksi  secam
sosial, politik dan ekonomi.

HL Penerapan Prinsip Good Governance
pada Sektor Publik

Prinsip mendasar yang melandasi
perbedasn antarn  konsepsi  kepemerintahan
(governance) dengan pola pemerintahan yang
tradisional, adalah terletak pada adanya
tuntutan yang demikian kuat agar peranan
pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat
(termasuk  dunia wsaha dan  Lembaga
Swadaya Masyarakat/Organisasi non

terwujudnya
hpcmemﬂhnn vang baik (good governance)
vakni; “.. proses pemgelnlaan pemerintahan
yang tbmtrdm. projfesional, menfunjung
tinggl supremasi hukwm dan Hak  Asaxi
Manusia deseniralistik, partisipatif,
transparan, keadifan, bersik dan akuntahel;
sefain berdove guna, berhasil guna dan
berorieniasi pada peningkatan daya saing
bangsa ",

Gambir Bhatta (1996) mengungkapkan
pula bahwa “unsur utama governance ”, yaim:
akuntabilitas  (eccountability), (ransparansi
(transparancy) keterbukaan (openrmes), dan
aturan hukum (rule of law) ditambah dengan
kompetensi mAnAjeman (management
compefence) dan hak-hak azasi manusia
(humen right)

Berikutnya, UNDP (1997)
mengamukakan  bahwa  karatenisiik  atso
prinsip yang harus dianut dan dikemhangkan
dalam prarltmk penvelenggaman
kepemermtahan yang baik, meliputi:

. Partisipasi (Participation): Setiap orang
atau warga masyarakat, baik laki-laki
maupun perempuan menliki hak suara
yang sama dalasm proses pengambilan
keputusan, baik secara  langsung,

EERY iy

2. Aturan Hubom (Rule of Law)
Kerangka aturan hukum dan penmdang-
undangan harus berkeadilan, ditegakkan
dan dipatuln secara utuh, terutama aturan
hukum tentang hak azasi manusia
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Transparinsi { Transparency):
Transparansi  harus  dibangun dalam
rangka kebebasan aliman informas:

Dava Tanggap (Responsiveness): Setiap
mstitusi dan prosesnya harus diarahkan
pada upaya untuk melavami berbagai
pihak yang berkepentingsn
(stakeholders).

Berorientasi Konsensus (Consensus
Orientation): Pemerintnhan vang baik
gkan bertindak -sebagai penengah  bag
berbagai kepentingan yang berbeda
umink  mencapa:  konsensus  atm
kesempatan ~ yang  lerbaik  bagi
jika  dimungkinkan  juga  dapal
diberlakukan terhiadap berbagai
kebijakan dan prosedur vang akan
ditctapkan pemenntah.

Berkeadilan  (Egquity): Pemeriniahan
vang baik akan memberi kesempatan
vang baik terhadap laka-laki maupun
perempuan dalam apava mercka untuk
meningkatkan dan memelihara kuoalitas
Induprya,

Efcktivitas dan Efisicnsi (Effectiveness
and Efficiency): Setiap proses kegiatan
dan kelembagaan diarshkan untuk
menghasilkan sespatu yang benar-bemar
sesuai  dengan  kebutuhan  melalul
pemanfastan  yang  sehaik-baiknya
berbagal sumber-sumber yang lersedia
Akuntabilitas (Accoumtability) . Pam
pengambil keputusan dalam organisasi
sckior publik, swasta, dan masyarakat
madani memiliki  pertanggungjawaban

(akuntabilitas) kepada publik
(masyarakat  nmum), ml:agammm
halaya kepada para permnilik
(stakeholders),

9. Visi Strategis (Strategic Vision) . Para

pimpman dan masyarakat memilik
perspektif yang luas dan jangka panjang
tentang penyelenggaraan pemeriniahan
yang baik dan pembanguman manusia,
bersamaan dengn dirasakanmya
kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan karaterisuk atan  prinsip

good povernance terscbut adalah saling
memperkuat dan saling terkart serta ndak basa
berdin sendin

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa

terdapal empal unsur atay prinsip ulama yang
dapat memberi gambaran adminisirasi publik
yang bercin kepemenntahan yang baik yaitu
scbagai berikut:

Akuntabilitas: Adanva kewajiban bagi
aparalur pemerinfah  untuk  bertindak
sclaku  penanggung  jawab  dan
penanggung gngal atas segala tindakan
dan kebijakan yang ditetapkannva.
Transparansi: Kepemerintahan yang
baik akan bersifat transparan terhadap
rakyatnya, baik ditingkal pusal maupon
dacmah.

Keterbukaan: Menghendaki terbukanya
kesemnpatan  bagi  mkyst  uniok
mengajukan  tanggapan  dan  knitik
terhadap pemermiah  wvang  dmilaimya
tidak

Aturan Hukum @ Kepemerintahan yang
baik mempunyai karateristik  berupa
jaminan kepastian hukum dan rasa
keadilan  masyarakal terhadap seliap
kebijakan publik yang ditempuh.

Berkaitan demgan hal tersebut, maka

prinsip good governance hendaknya dapat
diterapkan diseluruh sektor, dengan memper-
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hatikan agenda kebijakan pemeriniah mmiuk
beberapa tahun mendatang vang  perln
ﬁm’kmihﬂdm.hkank@uda

Stabilitas moneter, khususnya kurs dollar

AS (USD) hmgga mencapal  tingkat

produktif:

4. Operasionalisasi  langkah  reformas
meliputi kebyjaksanaan moneter, sistem
perbankan,  kebijakan  fiskal  dan
anggaran serta p-erm:l:ama.n !lutﬂng

Disamping itu perln diperhatikan pula
bahwa keberhasilan pembangunan aparatur
TEEAT dalam rangka mewujudkan
kepemenintahan  wvang balk dalam  em
reformast dewasa ini, paling tidak dapat
dilinat dan  scberapas  jauh  keberhasilan
pencapaian tujuan reformasi  schagaimana
tercamum dalam Ketetapan MPR MNomor
VIILMPR/ 1998, Bab 111 yang mencakup:
| Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu

sesingkat-singkainva temitama umfuk

menghasilkan  stabilitas moneter yang
langgap terhadap pengaruh global dan
pemulihan aktivitas usaha nasional;

2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam

berbangsa dan bemegarm melalm

perluasan dan  penimgkatan pmumpm

pnlrtik rakyat secara ferlib
stabilitas nasional;

3. Menegakkan hokum berdasarkan nilm-
nilai kebenaran dan keadilan, Hak Azazi
umum dan perbaikan sikap mental
4. Melctakkan dasar-dasar kerangka dan
agmdumfnmmpmmm
dan sosial © budava usiha

mmu}udkanmaﬁ:mkumadm

Sedangkan agenda aksi reformasi
pemerintahan  dalam  rangka  mewujodkan
kepemerintahan yang baik di  Indonesia
menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000) perlu
B e e

l. Perubahan sistem politik kearah sistem
politik yang demokratis, partisipatif dan
egalitarian,

2. Reformasi dalam sistem birokrasi militer
(TNI), dimana kekoatan militer ini harus
menjadi kekuatan yang profesional dan
independen, bukan menjadi alat politik
partai  atan  kekuasaan  pemeriniah
(presiden), yang mendodukkannya
sebhagal kekuatan pertahanan negara.

3. Heformasi dalam bidang admimstrasi
publik perln diarahkan pada peningkatan
profesionalisme  birokmsi  pemenntah
dalam rangks meningkatkan pengabdian
umum, pengavoman, dan pelavanan
publik.

4. Reformasi pemerintahan vang juga
penting adalah perubahan dari  pola
sentralisasi ke desentralisasi, bukan

dalam mngka  separatisme  atau
federalisme.



wmwmmnﬁww

5. Agenda aksi reformasi lain yang juga
strategis adalah menciptakan pemerintah
yang bersih (clean government) yang
wrﬂindmhsamkokasumw

dan
penggunaan uang/dana rakyal, agar
tidak lagi mengutamakan pola deficit
funding dan menghapuskan adanya
dana publik non budgeter,
¢, Penguatan sistem pengawasan dan
akuntabilitas publik aparatur negara.
Berbicara tentang penerapan  good
governance pada ssktor publik tidak dapat
lepas dari visi Indonesia masa depan sebaza
fokus tmjuan pembangunan kepemenntahan
yang baik. Pemerintah yang baik dapat
dikatakan  scbaga  pemenniah  yang
menghormati  kedaulatan rakyat, memiliki
tugas pokok yang mencakup:

|. Melindungi segenap bangsa Indoncsia
dan seluruh tumpah darah Indonesia,

2, Memajukan kesejahteraan umum,

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,

4 Melaksanakan ketertiban dunia  vang
berdasarkan  kemerdekaan, pedamaian
abadi dan keadilan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu
dipahami pula bahwa dalam Ketetapan MPFR
Nomor VIMPR/2001 telah ditetapkan Vis
Indonesia Masa Depan dengan kurun wakiu
20 tahun yang discbut Visi Indonesia 2020,
yaitu: “Terwnjudnya masyarakat Indonesia
yvang  religius,  manusiow, bersotu,
demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri,
serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan

7

negara” Sedangkan pada bab IV buur 9
dmgndanbahwnbnﬂ:danbﬂmhdalm

penvelenggaraan negara adalah mencakup:

. Terwujudnya penyelenggaraan nesgara

Kolosi dan Nepotisme,

2 Terbenmknya penyelenggaraan negar
yang peka dan tanggap (terhadap
kepentingan dan aspirasi rakyat diseluruh
wilayah negara termasuk daerah terpencil
dan perbatasan, Berkembangnya
transparansi dalam budaya dan penlaku
Terselenggaranya  good  governance

merpakan prasyirmt bagi se'-l.lap

pemerintahan  uniuk nw.wmudka.n aspirias
masyarakal dan mencapal tujuan serta cita-
mt.a bangsa bermegam Dalam rangka it

berlangsung secim berdayaguna, berhasil-

guna, bersih dan bertanggungiawab, sorta
bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

Scjalan dengan itn, dan dalam rangka
Ketetapan MPR Rl Nomor
XKIMPR/1998  tentang  Penyelenggaraan
Megara yang Bersih dan Bebas Korupsi
Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang
Momor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggam
Megara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut
dari MPR  tersebut, telah
diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
FPemerintah. Dalam Pasal 3 Undang-undang
tersebut dinyatakan lentang @sas-asas umum
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penyelenggarian negara, asas kepentingan
umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas
kamtahili

Menurut  penjelasan Undang-undang
terscbut, asas akuntabilitas adalah asas yang

vang berlaku  Presiden  berkewajiban
mempertangrunojawabkan selurnh  keglatan
pemerintahan secara periodik kepada MPR.
Pertanggungjawaban  Presiden  terscbut
merupakan akumulasi dan keseluruhan
pelaksanaan tugas-tugas umum pemeriniahan
dan pembangunan instansi pemerintah baik
pusat maupun daerah yang perlu disampaikan
pula kepada DPR atan DPRD.

Oleh sebab 1, Instruks: Presiden Nomor
7 Tahuu 19949 ||:le1n-ujlb}r.nn setiap Instansi

sumber  dava dan  kebijaksanaan  yang
dipercavakan kepadanya berdasarkan
perencmaan  strategik  yang  dirummskan
uhelmumr& Pertanggungjawaban dimaksud
- Dmmpm]tan kepada alasan  masing-
m.mng. kepada lembaga-lembaga
pengawasan dan penilman akuntabilitas yang
berkewenangan dan aklumya kepadna Presiden
sclaku kepala pemenninhan; 2. Dilakukan
melalui  sistem  akuniabilitas dan  media

pertanggungajwaban vang harus dilaksanakan
secara periodik dan melembaga.

Dalam rangka pelaksanaan  Instruksi
Presiden Republik Indonzsia Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuniabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan
Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk
meneiapkan FPedoman Pemyususnan
Pelaporan  Akunfabilitas Kinerja  Instansi

Dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor, 589/[X/6/Y/99,

vang diperbaharui oleh MNomor:
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman
Instansi Pemerintah dintarakan bahwa:

(AKIP) : adalah perwujudan kewajiban snatu
instansi pemeriniah unink mempertanggumg-
jawabkan keberhasilan dan  kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
sasaran dan tujuar yang telah  ditetapkan
melalui  alat - pertanggungjawaban  secara

periodik. ) )
Sistem  Akuntabilitas Kiperja  Instansi
Pemerintah pada pokoknya adalah [nstrumen
vang digunakan mstansi pemerinlah dalam
memenihi kewajihan ik
mempertangmmgiawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdini
dart berbagal komponen yang merupakan
safu kesatuan, vailu perencanaan stratejik,
perencansan kinerja, pengukuran kinerja, dan
pelaporan kinerja,

Laporan Akuntabilitas Kimera Instans
Pemenntah (LAKIP) ; adalah dokumen vang
berisi gambaran perwunudan AKIP vang
disusun dan disampaikan secara sistematik

8
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dan melembaga
lain untuk:

LAKIP bermanfaal antara

1. Mendorong instansi pemenintah uniuk

didasarkan pada peraturan perundang-
undangan vang berlaku, kebijaksanaan
yang  tmnsparan  dan  dapat
d:pmanggtmmawahkan kepada

2, Mmjadikm instansi pemerintah  vang
akuntabel schingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif dan responsif
terhadap  aspirasi  masyarakat dan
lingkungannya.

3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi
pihak-pihak vang herkcpemmgan dalam
rangka meningkatkan kinerja mstansi
pemerintah.

IV. Penerapan Good Governance Dalam
Organisasi Kepemenntahan Akan Membantu
Pencrapan Good Corporate Govemance Di
Sektor Swasta

Dengan telah  dipahaminya  pencrapan
prinsip good governance pada sector publik,
maka ontuk mengkaitkanmya  dengan
pencrapan good corporatc  governance di
sector swasta berikut ini perlu dipahami
tentang good corporate governance.

Berdasarkan Sural Keputusan Menten
Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-
117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik
Good Corporate Governance pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), maka
ditetapkan bahwa: Corporate Governance
adalah suatn proses dan strukiur yang

9

digunakan olch organ BUMN  uniuk
memngkatkan  keberhasilan  usaha  dan
akuniabilitas perusahoan guma mmujudl.inu
nilai pemegang saham dalam jangka panjang
dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholder lainnva, berlandaskan pératuran
Stakeholders  adalah  pihak-pihak  yang
memiliki kepentingan dengan BUMN, bak
langsung maupun tidak langsung  vaiu
Pemegang Saham/Pemilik Modal,
Komisarie/Dewan Pengawas, Dircksi dan
Karyawan serta Pemerintah, Kreditur dan
pihak berkepentingan lainnya.

Pola interaksi dan kolaborasi antara
pemerintah dengan swasta dan masyarakal
vang sering disebut dengan tstilah kemitraan,
semakin ditumiut untuk lebih
ditmplementasikan di berbagai sektor, seperti
dalam program penanggulangan kemiskinan,
penanggulangan bencana, pelestanan
lingkungan, penyeienggaraan pendidikan dan
sebugainyva.

Kaitannya dengan akumtabilitas, saal ini
walaupun Laporan  Akuntabilitas Instansi
Pemernintah telah dibuat oleh masing-masing
Instansi  Pemerintah, tmamun  pada
kenyalsannya Instansi  Pemerintah  pada
umumnya masih belum atau kurang memuliki
akuntabilitas vang dibarapkan atau belum
mampu  memenuhi  dan  memperiemukan
tuntutan dan harapan publik dengan standar
kinerja tertentu. Hal tersebut salah satunya
dischabkankarena belum  jelasnva standar
kinerja. Bahkan sifat pekerjaan dan individu
birokrat kadang-kadang bersikap overacting
dan melampani wilayah kewenangannya,
disamping tidak cukupnya pengetahuan,
informasi dan standar pengukuran kinerja.
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Sedangkan kaitannya dengan trasparansi,
bersifat semu. hal ini dapat dilihat antara lain
dari cukup banyaknya kebijakan publik vang
berupa pemturan yang ditentukan  sepihak
dari pemerintah. Selain itn juga misalnya
dalam memberi kesempatan ussha untuk
proses tender masih tidak/belum transparan.

Berkaiian dengan keterbukasn, saat imi
masih tedihat bahwa legislatf yudikatif dan
cksekutif dalam menjalankan  fungsinya,
ketiga fungsi tersebut masih sangat lemah,
belum/eurang ada keterbukaan Sedangkan
kaitanmya dengan aturan  hukum, ;::ﬂa
kenymtaannya  tampak bahwa  supremasi
diharapkan.  Tidak atau  korang  adanva
kepastian hukum menyebabkan banyak pihak
enggan menanamkan modalnya di Indonesia

Selam itu Islamy (1998) mengutarakan
bahwa penyebab utama timbulnya mal
administration  (penvelewengan  prakick)
adalah renduhnys profesionalisme  aparat,
kebipakan pemerintah yang tidak transparan,
pengekangan terhadap kontrol sosial, tidak
adanya manajemen partisipatif, berkembang-
subumya ideologi konsumitif dan hedonistik
di kalangan penguasa dan belum adanya code
of conduct yang kuat vang diberlakukan bagi
aparat di sempa lini dengan disertai sanksi
yang tegas dan adil Karenanya menurat
Islamy perlu disusun agenda I:dn;akan
pengembangan akuntabilitas
responsibilitas publik bagi semua :mggum
birokrasi publik.

melakukan transformasi dan  reformasi

segala  bidang, maka  bentuk-bentuk
kemitraan antara pemerintah dengan swasta
dan masyarakat madani  walaopun sudah
Jjauh dari apa yang diharapkan. Hal terssbut
secara nyata terfihat dalam berbagai upava
kolaborasi dalam penyusunan peratumn
perundang-undangan,  pengendalian  dan
pengawasan  jalannya pemerntahan  oleh
masyarskat dan swasta, penvelenggaran
program pembangunan dan pelayanan publik,
manpun dalam rangks pengelolsan bersamn
dan samana publik. Dewasa ini telah banyak
berkembang organisasi non pemerintah  atan
Lembapa Swadava Masjm-.lka: (LSM) yang
berfungsi mengawasi dan mengendalikan
jalannya pemerintahan dan pelayvanan publik

seperti  LSM: Transparansi
[ndonesia  (MTI), Indonesia Corruption

Watch (ICW), Kontms, Walhi, YLEI dan
sebagainya, selain banyak lagi perusahaan
swastn  yang menjalankan usaha produksi
barang dan jasa publik berdasurkan lisensi
dari pemerintah. i

Dari sinilah kemudian muncol pemikitan
baru yang mengarah kepada perubahan pola
penyelenggaman pemerintaban, vaitn  dan
pola tradisional atau konvensional menjadi
pola baru penyelenggaraan pemerintahan
vang  melibatkan  kolaborasi  antara
pemerintah dengan swasta dan masyarakat
Atau

menjadi  kepemerintahan  (governance)
sebagai wujud interaksi sosial politik antara
pemerintah  dengan  masyarskat  dalam
menghadapi berbagai permasalahan kontem-
porer yang demikian kompleks, dinamis dan
beraneka mgam (Kooiman, 1993),

11
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Dalam konteks reformasi
yang sedang berjalan dewasa imi di Indonesia,
perubahan paradigma terscbut  memilika
relevangs yang sigmfikan, kbususnya dalam
rangka mengembalikan kepercayaan
masyarakat, meningkatkan  keberdayaan
partisipasi masvarakal, serta dalam wupaya
pe:nt::gahan dan pemberantasan Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (KKN). FProses
demokratisasi  politik dan  pemenntahan
dewasa ini tidak  hanya —menuntul
profesionalitas  seria kemampuan  apamiur
dalam pelayanan publik, akan tetapi secara
fundamental menuntut terwujudnya
kepemenintahan vang baik, bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (good
governance and clean governnrent),
Berlandaskan konsepsi  kepemernintahan
vang baik vang pada hakekamya terdiri dan
tiga pilar, yailu pemerintah, dunia usaha atan
scktor swasta dan masyarakal madani, maka
arah kebijnksanaan tersebut scjalan pula
dengan komsepsi dan prinsip “Reinventing
Government" schagaimana direkomendasikan
oleh Dayvid Osborne dan Ted Gaeblar (1992),
bahwa pemerntah (negara) hendaknya
berperan sebagai katalis {Eala]yﬂc
Government)  di
hanya akan dibatasi pada peran “steering
rather than rowing” (peranan mengendalikan
dan pada peran melaksanakan),

Keberhasilan pemerintahan ern reformasi
nasional dewasa ini hars dapat divkur dan
kinerja  mengatasi  krisis ekonomi,
mewujudkan kedanlatan rakvat dalam seluruh
sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bermnegara, mencgakkan hukum secara
berkeadilan, serta perwujudan masyarakat
uniuk  menjamin  kelancaran

pemerintahan dalam upaya mewujudkan

sasaran lersebul aniara lain mencakup:

1. Perubahan sisterm poliik kearah sistem
yang dumnkmus. partisipatif dan

diarahkan pada peningkatan
profesionalisme aparatur dalam
menjalinkan  tugas  pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.

4. PReformasi sistem  penyelenggaramm
pemeriniahan, dad sentralisasi kepada
sistem  desentralisasi dalam rangka
peningkatan  kemampuan  pemeriniahan
daerah olonorm.

5. Reformasi pemerintaban untuk mewu-
judkan pemerintahan vang bersih (clean
government) melalui  pemberantasan
EEN, peningkatan disiplin pelaksanaan
APBN, serta peningkatan akuniabilitas
publik para penyvelenggara negara,

Dalam penvélenggaraan kepemerintahan
vang baik (good governamce) menghendaki
adanya akuntabilitas, transparansi.
keterbukaan dan mule of law. Sementara
pemeriniahan yang  bersth menuntut
terbebasnya praktek yang menyimpang (mal-
administration) dani  “etka administrasi

ketaatan dan kepatohan (compliance) rakyat
terhadap Undang-undang, pemerintzh dan
kebijakan pemerintah.

Sedangkan pemerintahan vang berwi-
bawa berkaitan dengan “ketaatan, kepatuhan
dan ketundukkan — masyarakat  kepada
pemenintah, peraturan perundang-undangan
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dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Ketaatan, kepatwhanm dan  ketundukan
masyarakal, sering muncul atw ditemuokan
karena pemenntah menggunakan “otoritas
kekuasaan” yang mercka miliki, Complianee
masyarakal sering pula terjadi disertai dengan
msa takul Mercka taat, patuh dan tunduk
pada suatu peraturan penmdangan, kebijakan
publik yang dibuat oleh pemerintah bukan
vang mungkin timbul dari tdak ditastinya
peraturan perundangan atau kebijakan publik.

Compliance masyarakat karena peme-
antah  menggunakan otoritas  kewenangan
yang dimiliki dan karena takut tadi, sekalipun
dapat membawa “efcktivilas dan efisiensi”,
kewibawaan yang demikian tadi tidak sclalu
dapat menciptakan suasana yang kondusif
bagi mmbubnya keberdayaan masyamkat,
Karenanya pemerintahan yang berwibawa
dalam arti yang sesungguhnva adalah
pemenmtaban yang bijaksana  Pemerimtahan
vang bijaksana memiliki ari vang lebih
mendalam, vakni tidok sckedar mengandalkan
legalitas hukum (otoritas) vang dimiliki untuk
menjalankan administrasi publik, akan tetapi
juga berusaha menumbuhkan msa memiliki
(sense of belomging) dan rasa bertang-
gungjawab (sense of responsible) masyarakat
tﬂfﬂdappmm: admimsirasi publik dan hasil-

yang dicapai (Karhi

Himjar S. 1997 111} Karenanya,

Keputosan ini meliputi: Transparansi, vaitu

yaitu suatu keadaan dimana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dan pihak
manapun yang lidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  dan
prinsip-prinsip  korpomasi vang  schal
Akuntabilitas, yaitu kejelasan fumgsi, pelak-
sanaan dan perlanggungjawaban Organisasi
schingea pengelolaan perusahasn terdaksana
secara efektif Pertanggungjawaban, vaitu
kesesumian di dalam pengelolaan perusahaan
terhadap peraturan pennmding-undangan vang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang
schat Kewajaran (Gdmess), waitu keadilan
dan kesetaraan didalam memenubi hak-hak
stakcholder yang tmbul  berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan
yang berlaki.

Berkaitan denpan hal tersebut, maka
karakterisiik elean and good governance,
diharapkan dapat diwnjudkan dengan cara
melakukan pembangunan kualitas manusia
schagai pelakn good wovermamce, vaitu
Pettama, pembangunan oleh dan  umuk
masyarakat. Kedua, pokok pikiran commumity
information  planming.  system,  dapat
diwujudkan dengan “sharing” sumber daya
terutama sumber daya informas yang dimihiki
oleh pemerintah kepada masyvarakat Ketiga,
lembaga legislatif perin berbagi informasi
dengan masyarakal atas apa yang merska
ketahui mengenai sumber daya polensial vang
dipednkan birokrat kepada masyarakat

Keempat, birokrat harus menjalin kcar_fn.smna
dengan makyal, vaitu dengan

12
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program-programnya scsual dengan apa yang
dinginkan oleh mercka agar mereka ndak
dihadapkan pada berbagai macam tekanan
Keli birokrasi i dizlog d
masyarakat, untuk memperkuat interaksi yang
lebih besar antars birokrat dengan rakyat atau
pejabat  vang dipilih, dengan cara i
mempermudah  melakukan konversi sumber
dava yang diperlukan dalam melakukan
kontrel. Kecnam. nilni manajemen strategs,
maksudnya berupava untuk mengembanglkan
Organisasi mgmmnpuhcrmhmamdmgm
Imgkimgannya, menanggapi funtuian
Imglungannya.

Untuk mm}nrﬂ:an “clean and good
governance’, diperlukan manajemen
penyclenggaraan pemenintah  yang baik dan
handal, vakmi manajemen vang kondusif,
responsif dan adaptif. Dan untuk dapat
menciptakan  admimistrasi  publik  vang
mengandung unsur sistem  kooperasi  dan
pendekatan pelavanan publik vang relevan
bagi masyarakat, maka Instituie of
Governance (1996), schagaimana dikutip oleh
Nisjar (1997), hal terscbut dapat ditempuh
dengan menciptakan beberapa  hal sebagai
berikut:

1. Kmngka kerja tim (feamworks) antar
organisasi,  depariemen dan  amlar

wilavah i

2. Hubungan kemitraan (parinership) antara
pemeriniah dengan setiap unsur dalam
masyarakal negara yang bersanghkutan
(jadi tidak sckedar kemitraan internal
diantam jajaran instansi pemerintah saja).

3. Pemahaman dan komitmen akan manfaat
dan arti pentingnya tanggungjawab
bersama dan kerjasama (cooperation)
dalam suatn keterpaduan serta sinergisme
dalam pencapaian Dojuan.
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4 Adanya  dukongan  dan sisiem
kemampuan dan keberaman menangEung
resiko  (risk raking) dan bermisiatif,
sepanjang hal imi secara realisuk dapat
dikembangkan.

5. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap
nilai-nilai  intemal  (kode  etk)
milm etika dan moralitas yang diakm dan
dijunjung tinggi secara bersama-sama
dengan masyarakat vang dilayani -

6. Adanya pelavanan administrasi publik
vang berorientasi kepada masynrakat
yang dilayani, inklusif (mencerminkan
layanan yang mencakup secara mermia
seluruh masyarakal  bangsa  vang
bersangkutan, tanpa ada perkecualian),
administrasi  publik  yang  mudah
dijangkan  masyarakat. dan bersifat
hersahabat, berasaskan pemeratoan yang
berkeadilan dalam setiap tindakan dan
layanan yang diberikan  kepada

mencerminkan  wajah
pemerintal yang sebenamya atau tidak
menerapkan  standar  ganda dalam
menentukan kebijakan dan memberikan
lnyanan terhadap masyarakat berfokus
pada kepentingan  masyarakat  dan
bukannya kepentingan internal organisasi
pemerintah, bersikap profesional dan
bersikap tidak memihak.

Dari apa vang telah distarakan, maka
jelas bahwa pemerintah memainkan peranan
sentral dalam membentuk framework legal
institusional dan regulator dimana dalam
Sframework ini  “govermance  systems’
dikembangkan. Tanpa nd-.mya Sframewark
yang mendukung, “governance” tidak dapat
berjalan maksimal. M.lmlnra framework
kebijukan yang mencakup hal-hal scperti
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hak-hak legal para pemegang saham dan
untuk

kemampuan menuntut
pertanggungjawaban bila hak-hak mercka
dilanggar Framework perlindungan terhadap
para pemegang saham melalui regulasi dan
melalui kewajiban  uniuk  pengumgkapan
fakior lsin yang mempengambi cam
perusahaan dijalankan, dikelola dan dituntut
pertanggungjawabannya dan  banyak dari
faktor-faktor ini yang sepenuhnya merupakan
bidang para pembuat kebijakan.

Berkatan dengan hal fersebut, maka
apabila penemapan good governance alan
kepemerintahan vang baik dalam organisasi
kepemenntalun  sudah  dapat  dilaksanakan
sesual dengan apa yang seharusnva maka
secara  olomatis  hal  tersebut | aboin
memiidahkan kegiatan disegala
bidang, tak terkecuali pula hal tersebut juga
akan membantu penerapan good corporate
eovernanee di salctor swasta

V. Fenutup

Krisis nasional yang dihadapi bangsa
Indonesia di penghujung abad 20 tidak lepas
dari kegagalan dalam mengembangkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara dan
pembangunan vang tidak mengindahkan
prmsip-prinsip good governance. Perjuangan
mkﬂhlah;kanmfummmd;mgﬂnbidmu

Ketetapan MPR. RI Nomor XI/MPR/199%
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas dan  Korupsi, Kolusi dan
N#putlsm Vang mencg:uk:m tekad bangsa
mi unfuk senantissa  bersungguh-sungguh
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
negars .'h“ pembangunan yang didasarkan
pada prinsip-prinsip good governance.

Berkailan dengan  hal  tersehut
Pemerintah  memainkan peranan  sentral
dalam  membentuk  framework  legal
mstitusional dan regulator dimana dalam
framework  ini  “povernance  matems”
dikembangkan. Tanpa adanya framework
ying mendukung, “governance” tidak dapat
berjalan maksimal, Terwujudnya penerapan
good  governance  dalam  organisasi
pemerintahan  merupakan  funtutan  bagi
terselengearanya  manajemen  pemernintahan
dan  pombanguman  yang  berdayaguna,
berhasilguna dan bebas Korupsi Kolusi dan
Wepotiame. Berkaitan dengan hal tersebut
diperiukan sistem akuntabilitas, transparansi,
keterbnkaan dan atufin hukum yang baik dan

Dengan demikian, maka wujud good
EOVETRIance adalah penyelengparann
pemerintahan negam vang solid  dan
bmmlg.gmg)awab serta efektif dan efisien
dengan menjaga “kesinergisan”  interaksi
vang konstruktif di antara domain-domain
negara, sekior swasta dan masyarakat madani,
diharapkan dapal segera tercapai.
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